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Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue
yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama,
yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta
kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa K euangan dalam proses right issue,
khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini
menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta
masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karenaitu peraturan mengenai right
issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang

This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank.
Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing
on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand
by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa K euangan) herein.
The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process:. so that it creates
rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid
regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances.
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